
 

 
  WALIKOTA PALEMBANG 

 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
 

NOMOR  10  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG 

RETRIBUSI SEWA PETAK DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PALEMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan 

Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan dalam rangka tertib 
substansi pembentukan produk hukum daerah yang bersifat 
pengaturan dan penetapan, perlu dilakukan pencabutan 

Peraturan Walikota yang bersifat penetapan; 
  b. bahwa pencabutan Peraturan Walikota perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian 
hukum; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Palembang tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 42 

Tahun 2018 tentang Retribusi Sewa Petak di Pangkalan 
Pendaratan Ikan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 
Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 5073); 
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049);  
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan.................... 

      SALINAN 




